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ABSTRAK

Nama : Husnul Hotimah, NIM : 141300740, Judul Skripsi : Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Aplikasi Ganti Rugi Kehilangan Kendaraan Bermotor
gada F)’embiayaan Fidusia (Studi di PT. Wahana Ottomitra multiartha KC

erang

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah
lembaga keuangan dan Iembagi? perbankan. dalam perjanjian pinjam-meminjam
uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa
sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah
jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya. Barang
Jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh
peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya digunakan
untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan
kepada debitur. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi
undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan
sebagal jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya
dipergunakan sebagai jaminan utang debitur. Dalam perjanjian kerjasama antara
pihak dealer/showroom dengan WOM Finance diatur dalam MOU
(Memorandum Of Understanding atau Nota Kesepakatan. jenis asuransi yang
digunakan adalah asuransi kerugian kendaraan bermotor Total Loss Only (TLO).
ganti rugi yang terjadi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha pihak asuransi akan
mengganti sepeda motor yang hilang sesuai tata cara yang dianjurkan oleh pihak
leasing. Namun, jumlah penggantiannya berbeda-beda, tergantung motor dan
tahun kreditnya. Untuk motor yang baru satu tahun kredit, tetapi sudah hilang,
kami akan ganti sebesar 100% dari harga on the road. Untuk tahun kedua,
penggantiannya 80%, sedangkan tahun ketiga, 70% penggantiannya. _ _

_ Perumusan Masalahnya adalah : 1?_. Bagaimana mekanisme ganti rugi
kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia di PT. WOM Finance
Legok — Serang ? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi ganti
rugl kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia di PT. WOM
Finance Legok — Serang? _ ) )

~Adapun tujuan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mekanisme
ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia di PT. WOM
Finance Legok — Serang. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhada
aplikasi ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia di
PT. WOM Finance Legok — Serang. o _

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT. WOM Finance KC
Serang, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Iapan%an (field
research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah
Braktls dalam ~kehidupan sehari-hari. dengan teknik pengumpulan data

ersumber pada observasi, wawancara melalui para staff dan kepala KC Serang.

~ Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1). Bahwa mekanisme ganti rugi

kehilangan kendaraan bermotor tersebut yang diterapkan di PT. WOM Finance

cabang Serang penggantian hutangnya tergantung tahun kredit dan diganti dalam

bentuk uang tunai. 2). Ganti rugi diperusahaan konvensional menurut beberapa

pendapat menyatakan, bahwa dalam ganti rugi dianggap berbeda dari sistem
yang seharusnya diterapkan sesuai dengan prinsip islam.
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“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

(QS Yusuf : 72)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar
kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa.
Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan
ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat
materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat
penting bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian, pakar
ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan
dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi
dan agama, hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat
pengaruhnya dari pada agama.’

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan ekonomi,
sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat
menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke
arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang 1945. Dalam rangka memelihara dan

! Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara,
dan Pasar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 6.



meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku
pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik
perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang
besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan,
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian
besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Islam adalah agama yang paling sempurna, di dalamnya
jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan
di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi
umatnya untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.
Dalam figh Islam dikenal dengan istilah “muamalah” yang
diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup
bermasyarakat, saling tolong menolong antara satu dengan yang
lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk
memenuhi kebutuhan masing-masing.

Firman Allah Swit. :

c o4 2 20 s ///E 911 Lo “_ ,//‘
95.&5,,3};1 Je 1835 N3 (o5ailly A1 Je T3l

2 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 149.



“Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan
tagwa dan janganlah kamu tolomg-menolong untuk berbuat
dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah : 2)*

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna
menggerakkan  roda perekonomian dirasakan  semakin
meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana,
tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan
di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki
kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh
karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana
sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan
intermediary yang akan bertindak selaku kreditor yang akan
menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian
utang piutang atau pemberian kredit.*

Kemajuan di bidang teknologi telah memicu perusahaan
untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam.
Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong

masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun

barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak

244,

* Quraish Shihab, Al-qur’an dan Maknanya, (Jakarta: Lentera Hati, 2010). h.

* Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2007), h. 1.



mencukupi bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang
berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem
tersendiri.’

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler
dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan.
Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari
eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru
jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu
bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank di mana nenek
moyang kita sudah lama mengenalnya, lembaga pembiayaan ini
baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket
Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988
(Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga
keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun
dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya
antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda.
Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah

bahasa inggris Financing institution. Lembaga pembiayaan ini

95.

> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.



kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan,
yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.®

Berkaitan dengan jaminan, bahwa jaminan erat
hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian
pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur
agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya
untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka
waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.
Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki
kreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual
beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang.
Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan
cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang
dijual secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang
debitur, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada
debitur. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur,
tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak

ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang

® Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, ... h. 1.



bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai
jaminan utang debitur.”

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku
di indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam pasal 24
UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa
“Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”.
Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
1. Jaminan imateriil (perorangan)
2. Jaminan materiil (kebendaan)®

Jaminan perorangan yaitu adanya orang tertentu yang
sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera
janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum
perjanjian yang diatur dalam Buku Il Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda
tertentu yang dijadikan jaminan. llmu hukum tidak membatasi
kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan

yang dijaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak

’ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di
Bidang Yuridis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 196.

® Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), h. 23.



yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan yang
bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak
tanggungan, gadai dan fidusia.

Pada dasarnya di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Kita jumpai
pengertian Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda itu. Sedangkan jaminan fidusia
yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah : “hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khusus nya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi
fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima

fidusia terhadap kreditur lainnya » 9

? Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ..., h. 55-57.



Dalam ajaran Islam jaminan fidusia dikenal dengan
konsep Al-kafalah atau Al-dhaman vyang artinya ialah
menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan
utang.”® Yang berpiutang berhak menagih kepada yang
menjamin atau kepada yang berutang. Apabila utang dibayar
oleh yang menjaminnya, dia berhak meminta ganti kepada yang
berutang sewaktu akad dan sewaktu membayarnya. Seseorang
yang berada dalam urusan perkara boleh juga ditanggung untuk
menghadirkannya ke majelis pengadilan, asal perkara itu
bersangkutan dengan manusia. Tetapi kalau perkara itu semata-
mata bersangkutan dengan Allah saja, seperti siksaaan karena
zina atau minum arak, tidak boleh ditanggung karena dia dapat
mengingkari perbuatannya agar dia terlepas dari ancaman yang
dihadapkan padanya.*

Dalam perjanjian kerjasama antara pihak
dealer/showroom dengan WOM Finance diatur dalam MOU
(Memorandum of Understanding) atau disebut juga dengan Nota

Kesepakatan.

10 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 189.
1 sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.
314-315.



PT. WOM Finance bergerak dalam bidang jasa
pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, sehingga memakai
jenis asuransi kerugian kendaraan bermotor Total Loss Only
(TLO).

Asuransi TLO (Total Loss Only) adalah pertanggungan
atas  resiko  kehilangan  total  benda/barang  yang
dipertanggungkan atau kerusakan benda/barang yang
dipertanggungkan hingga mencapai kondisi kerusakan 75% dari
harga pertanggungan.

Lembaga pembiayaan di dunia otomotif tentu dapat
membantu meringankan beban masyarakat. Selain membantu
mendapatkan sepeda motor yang diinginkan dengan sistem
kredit, pihak leasing juga biasanya memberikan ganti rugi jika
motor terkena masalah, seperti kehilangan. Sementara ini
diketahui bahwa ganti rugi yang terjadi di PT. Wahana Ottomitra
Multiartha pihak asuransi akan mengganti sepeda motor yang
hilang sesuai tata cara yang dianjurkan oleh pihak leasing.
Namun, jumlah penggantiannya berbeda-beda, tergantung motor
dan tahun kreditnya. Untuk motor yang baru satu tahun kredit,

tetapi sudah hilang, kami akan ganti sebesar 100% dari harga on
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the road. Untuk tahun kedua, penggantiannya 80%, sedangkan
tahun ketiga, 70% penggantiannya.

Melihat fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut tentang Aplikasi ganti rugi Kehilangan
kendaraan  bermotor pada pembiayaan fidusia, dan
bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan
tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih
spesifik dalam penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP  APLIKASI GANTI RUGI
KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
PEMBIAYAAN FIDUSIA (Studi di PT. Wahana Ottomitra

Multiartha KC Serang)

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme ganti rugi kehilangan kendaraan
bermotor pada pembiayaan fidusia di PT. WOM Finance

Legok — Serang ?
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi ganti
rugi kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan

fidusia di PT. WOM Finance Legok — Serang ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat
diketahui tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme ganti rugi kehilangan
kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia di PT. WOM
Finance Legok — Serang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi
ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan

fidusia di PT. WOM Finance Legok — Serang.

D. Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu
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pengetahuan di fakultas syariah khususnya pada jurusan
hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Lembaga/Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
dan menjadi sumber inspirasi untuk meningkatkan
pelayanan perusahaan.
b. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan
sebagai bahan referensi dan informasi secara tertulis
mengenai ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor
pada pembiayaan fidusia.
c. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan wawasan mengenai ganti rugi
kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan
fidusia.
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu pada intinya untuk mendapatkan

gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis
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yang pernah dilakukan. Untuk menghindari pengulangan dalam
penelitian ini sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang
sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan
adanya tujuan penelitian yang diajukan. Adanya beberapa
tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan
suatu data yang sangat penting.

Pertama, skripsi ditulis oleh Meidina pada tahun 2017
yang berjudul “Ganti Rugi Produk Asuransi Syariah Perspektif
Hukum Islam”. SKripsi ini menjelaskan tentang ganti rugi,
dalam pandangan islam ganti rugi pada asuransi pendidikan
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah masih
melakukan penundaan pembayaran klaim dan itu tidak sesuai
dengan konsep muamalah syariah. Pada asuransi kesehatan
syariah, penanggung masih melakukan pembayaran klaim pada
separuh biaya kepada tertanggung dan itu tidak sesuai dengan
prinsip al-amanah pada asuransi syariah. Ganti rugi pada
asuransi kebakaran, beberapa kasusnya masih mempersulit
pembayaran klaim dan masih memberlakukan asas indemnitas,
dimana ganti rugi yang diberikan berdasarkan pada nilai

pertanggungan maksimum, sementara sistem ini tidak
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memenuhi konsep ganti rugi (daman) yang terdapat dalam figih
muamalah, yaitu ganti rugi diberikan untuk menutupi kerugian
yang timbul.*?

Kedua, skripsi ditulis oleh Apriya Rukmala Sari pada
tahun 2011 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam
Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan
Fidusia (Studi Kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)”. SKripsi
ini menjelaskan tentang perjanjian yang merupakan perbuatan
hukum vyang bersegi dua atau jamak, dengan demikian
diperlukan adanya kata sepakat antara pihak-pihak, dimana
pihak yang satu setuju dan yang lainnya untuk melakukan
sesuatu. wanprestasi dan akibat Hukumnya, tindakan
wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan
wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena

wanprestasi tersebut. perjanjian kredit kendaraan bermotor,

Y Meidina “Ganti Rugi Produk Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam”.
Universitas Islam Negeri Sultan Maualana Hasanuddin Banten, 2017.
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bentuk Hukum dan fungsi lembaga pembiayaan, obyek dan
subyek jaminan fidusia.*®

Ketiga, skripsi ditulis oleh Mochamad Juri Muslim pada
tahun 1991 yang berjudul “Ganti Rugi Hilangnya Kendaraan
Bermotor di Tempat Penitipan / Parkir (suatu Tinjauan Yuridis
tentang Perparkiran di Wilayah Daerah Kota Madya
Surabaya)”. Skripsi ini menjelaskan tentang penentuan ganti
rugi terhadap kendaraan bermotor yang hilang di tenpat
penitipan kendaraan bermotor atau tempat parkir telah di
tentukan tersendiri, yaitu secara kekeluargaan dengan cara
memberi ganti rugi dengan harga pasaran atas kendaraan
bermotor yang hilang tersebut pada saat kejadian kehilangan
terjadi.*

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di

bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan

sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga

13 Apriya Rukmala Sari “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit
Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. Mandiri Tunas
Finance) ”. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

4 Mochamad Juri Muslim “Ganti Rugi Hilangnya Kendaraan Bermotor di
Tempat Penitipan / Parkir (suatu Tinjauan Yuridis tentang Perparkiran di Wilayah
Daerah Kota Madya Surabaya)”. Universitas Airlangga, 1991.
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pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau
barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari
masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat
sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai
peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber
pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang
pertumbuhan perekonomian nasional.*®

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada
tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai
memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya
kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha
pembiayaan lainnya. Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam
Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau

15 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan,.. h. 2-3.
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berkala oleh konsumen. Dari definisi tersebut terdapat empat hal

penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen,

yaitu:

a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif
pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.

b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen,
seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor
dan lain-lain.

c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala,
biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada
konsumen.

d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat
dengan ketentuan tertentu.'®

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie,
sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of
ownership, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai
literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom overdract

(FEO), vyaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas

'8 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, ... h. 6-7.
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kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah :

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang

diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan
adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada
penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa
benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi
fidusia."’

Barang yang dapat menjadi objek fidusia pada prinsipnya
adalah barang bergerak. Hal ini disebabkan karena latar belakang
fidusia sebagai jaminan utang berawal dari masalah yang
dihadapi oleh jaminan gadai yang prosedurnya wajib
menyerahkan barang kepada kreditur untuk dikuasainya. Dalam
perkembangannya, ternyata bukan hanya barang bergerak saja
yang dapat difidusiakan, akan tetapi barang tidak bergerak juga
dapat dijaminkan dengan jaminan tersebut walaupun sifatnya

terbatas.

17 salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ... h. 55-56
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Dalam Islam, pembiayaan fidusia dikenal dengan Al-
kafalah atau Al-dhaman. Al-kafalah menurut bahasa berarti Al-
dhaman  (jaminan), hamalah (beban), dan Za’'amah
(tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan
Al-kafalah atau Al-dhaman sebagaimana dijelaskan oleh para
ulama adalah sebagai berikut.

Menurut Mazhab Hanafi al-kafalah memiliki dua

pengertian, yang pertama arti al-kafalah ialah:

o~ o

G 3 i 3 iy il Ul 303 1) 33

“menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam

penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda”.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan al-
kafalah ialah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi
beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama,
baik utang, barang, maupun pekerjaan.

Menurut Imam Tagqiy al-Din yang dimaksud dengan al-
kafalah adalah:

“mengumpulkan satu beban kepada beban lain”.
Setelah diketahui definisi-definisi al-kafalah atau al-

dhaman menurut para ulama di atas, kiranya dapat dipahami
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bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah atau al-dhaman ialah
menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan
utang.™®

Kafalah disyaratkan oleh Allah Swt. terbukti dengan

firman-nya:

o —

oY)t B AT 7 G 058 o sl E I
L
35 05k G e T 06 1 i U K, L
Ya’kub berkata: “Aku tidak membiarkannya pergi bersamamu,
sebelum kau memberikan janji yang teguh atas nama allah,
bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku. (QS. Yusuf:
66)19

Pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman:
P T - Y PG _ & }”5'/° }:

= M 7 ° 5
(T S ) e Lo

Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya piala raja,
maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta
dan aku yang menjamin terhadapnya. (QS. Yusuf : 72).%°

'8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah,... h. 187-189.
¥ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserian al-

Qur’an, gJOakarta: Lentera Hati, 2002). h. 132.

Quraish Shihab, Al-gur’an dan Maknanya,... h. 244,
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Sebagian ulama figh mengatakan, ayat diatas tidak
cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar legalitas akad kafalah.
Yang lebih tepat, ayat ini sebagai dasar legalitas akad ju alah.
Dalam konteks ini, Yusuf as mengumumkan sayembara, barang
siapa yang berhasil mengembalikan piala raja yang hilang, maka
ia berhak mendapatkan hadiah, dan beliau akan menjaminnya.

Namun demikian, ulama figh memiliki landasan lain
dalam hal ini. Yakni QS. Yusuf ayat 72 Ayat ini menunjukkan
praktik kafalah bi an-nafs, dimana saudara yusuf as menawarkan
diri sebagai pengganti saudaranya yang lain di hadapan raja.

Selain itu, terdapat hadits riwayat Bukhari; “telah
dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki
untuk dishalatkan). Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah dia
mempunyai warisan?”’ para sahabat menjawab, “Tidak”
Rasulullah SAW. bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai
hutang?” Sahabat menjawab, “Ya, sebesar tiga dinar”.
Rasulullah  SAW. menyuruh  para sahabat untuk

menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu
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berkata, “saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah”, maka
Rasulullah SAW. pun menshalatkan mayat tersebut” %!

Di samping itu, ulama figh juga berpegang pada ijma’
sahabat, dan praktik-praktik yang dilakukan khulafaurrasyidin
dan sahabat tabi’in. Diriwayatkan, Abdullah ibn Mas’ud akan
menanggung (menjamin) keluarga kaum murtad setelah mereka
diminta untuk bertaubat.??

Ulama figh menyatakan bahwa, dalam akad kafalah,
seorang kafil tidak diperkenankan mengambil fee (upah) atas
jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada makful ‘anhu.
Dengan alasan, akad kafalah merupakan akad tabarru’ (charity
program), bukan akad komersial yang berhak untuk
mendapatkan kompensasi. Sebagian ulama figh menyatakan,
barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain,
maka ia berhak menerima kompensasi, baik dipersyaratkan atau
tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad kafalah merupakan

akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapat

kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh kafil. Hal ini

2! Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), h. 247-248.
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disandarkan pada hadits Nabi SAW. yang menyatakan bahwa

barang siapa berbuat kebajikan kepada orang lain, maka ia

berhak mendapat kompensasi, hadits ini diriwayatkan Hakim

dari Ibnu Umar ra.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Dalam mengadakan suatu penelitian, pemilihan metode yang
tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian.
Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan
(field research) vyaitu penelitian yang bertujuan untuk
memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan
sehari-hari.”

2. Pendekatan penelitian
Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawan nya

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen

22 Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu’amalah, (ponorogo: STAIN Po
PRESS, 2010), h. 6.
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kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi.?*
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian
adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan
data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah
data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan
staff, manajer di PT. WOM Finance Legok- serang.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data.*® Dalam

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 8-9.
%% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 225



25

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah
dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang
berkaitan dengan judul penelitian.

Metode dalam penelitian ini yang digunakan oleh
penulis di antaranya adalah dengan wawamcara, observasi dan
dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat
antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode dengan
pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui
kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

(pewawancara) dengan sumber data (informan).

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara
adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.
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b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian
secara teliti serta pencatatan secara sistematis.

Metode ini digunakan untuk melakukan
pengamatan secara langsung dilokasi yang dijadikan
obyek penelitian yaitu di PT. WOM Finnace Legok-
Serang. Peneliti menggunakan metode observasi
nonpartisipan Yyaitu peneliti tidak terlibat dan hanya
sebagai pengamat independen.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan
sebagainya.

4. Teknik Analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi/catatan lapangan, dokumentasi. Dalam penelitian

kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan
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bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam
penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan
grand tour dan minitour question, analisis datanya dengan
analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus,
teknik pengumpulan data dengan minitour question, analisis
data dilakukan dengan analisis teksonomi. Selanjutnya pada
tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah
pertanyaan struktural, analisis data komponensial, setelah itu

dilanjutkan ke analisis tema.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang
digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi
menjadi beberapa bab sub, Adapun sistematika pembahasan
tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka
Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian yang

terdiri atas Sejarah Berdirinya PT. WOM Finance, Visi dan Misi
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PT. WOM Finance, Produk-Produk PT. WOM Finance dan
Struktur Organisasi PT. WOM Finance.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis Tentang Ganti Rugi dan
Pembiayaan Fidusia yang terdiri atas Pengertian Ganti Rugi,
Faktor terjadinya Ganti Rugi, Dasar Hukum Ganti Rugi,
Pengertian Fidusia, Dasar Hukum Jaminan Fidusia, Objek dan
Subjek Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan fidusia, Hapusnya
dan Roya Jaminan Fidusia, Hak Mendahului, Eksekusi Jaminan
Fidusia.

Bab Keempat, Ganti Rugi Hilangnya Kendaraan
Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia Dalam Tinajaun Islam yang
terdiri atas Mekanisme Ganti Rugi Hilangnya Kendaraan
Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia, Tinjauan Hukum Islam
Tentang Ganti Rugi Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada
Pembiayaan Fidusia.

Bab Kelima, Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari

hasil penelitian dan Saran-Saran dari Hasil Penelitian Tersebut



BAB |1

KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. WOM Finance

Kota Serang adalah salah satu dari 8 (delapan)
kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi Banten yang
mempunyai kedudukan sebagai pusat Pemerintahan Provinsi
Banten. Pertumbuhan ekonomi di Kota Serang terlihat sangat pesat
dari banyaknya pusat perdagangan, sektor industri dan jasa yang
berasal dari perusahaan yang terdapat di kota Serang.?

Kebutuhan masyarakat sekarang ini semakin tinggi, seiring
dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup
yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman. Hal
ini mengakibatkan pula semakin banyaknya lembaga pembiayaan
baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank. Jumlah
perusahaan pembiayaan di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai
202 unit. Salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia

saat ini adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha atau lebih dikenal

26 Http://dprd-serangkota.go.id/gambaran-umum-daerah-kota-serang/.
Diakses pada 20 Mei 2018, Pukul 20.00 WIB
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dengan nama PT. WOM Finance. PT. WOM Finance didirikan
pada tahun 1982 dengan nama PT. Jakarta Tokyo Leasing yang
bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya untuk
sepeda motor merk Honda. Di tahun yang sama namanya berubah
menjadi PT. Fuji Semeru Leasing. Kemudian di Tahun 1997
namanya berubah menjadi PT. Wahana Ometraco Multiartha.”’

Mulai Tahun 2000 perusahaan bertransformasi menjadi PT.
Wahana Ottomitra Multiartha dan tidak hanya menyediakan
pembiayaan sepeda motor merk Honda, namun melayani pula
pembiayaan sepeda motor merk Jepang lainnya, seperti Yamaha,
Suzuki, dan Kawasaki.

Pada tahun 2003, perusahaan memasuki pasar modal dengan
menerbitkan Obligasi | senilai Rp 300 miliar. Tahun 2004 PT.
WOM Finance menjadi perusahaan publik melalui penawaran
umum saham perdana dan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta
dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada Tahun 2005 PT. Bank
Internasional Indonesia dan Konsorsium, Internasional, Finance

Corporation dan DBS Nominees Pte. Ltd. Mengakuisisi 67%

21 http://wahanaottomitramultiarthatbk.web. indotrading.com/about, diakses
pada 21 Mei 2018, pukul 19.00 WIB.
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saham. Tahun 2006, WOM Finance menerbitkan Obligasi IlI senilai
Rp 825 miliar. Karena kinerjanya yang cemerlang, WOM Finance
memperoleh  berbagai penghargaan bergengsi antara lain
Multifinance Awards 2006 oleh Majalah Infobank dan Multifinance
Awards 2007 oleh Majalah Investor. Obligasi 1V senilai Rp 1 triliun
kemudian diterbitkan kembali oleh WOM Finance pada tahun 2007.
Ditahun yang sama, perusahaan menduduki peringkat Kketiga
terbesar perusahaan pembiayaan sepeda motor dengan total asset
Rp 4,8 triliun.?

Sebagai perusahaan yang adaptif, fleksibel dan peka
terhadap kebutuhan masyarakat, WOM Finance memperkenalkan
semboyan baru, “Wujudkan Impian Menyentuh Hati”. Lebih dari
sekedar mitra kredit yang strategis, WOM Finance membantu
mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk memiliki sepeda
motor apapun pilihan merek dan jenisnya. Pada akhir Tahun 2008
PT. WOM Finance telah melakukan konsolidasi internal serta

penyempurnakan kebijakan manajemen resiko. Dengan pemilihan

28 https://bettynmawengku.blospot.com/2017/10/deskripsi-perusahaan-wom-
finance.html?m=1. Diakses pada 21 mei 2018, pukul 19.30 WIB.



https://bettynmawengku.blospot.com/2017/10/deskripsi-perusahaan-wom-finance.html?m=1
https://bettynmawengku.blospot.com/2017/10/deskripsi-perusahaan-wom-finance.html?m=1

32

portofolio yang tepat, WOM Finance mampu meningkakan profit
dan mengarahkan bisnisnya ke arah yang lebih baik dan sehat. Dan
kemudian, sekarang ini PT. WOM Finance juga melebarkan sayap
dengan menambah pembiayaan produk Multiguna yaitu Motorku
dan Mobilku.?®

Perubahan dan perkembangan di bidang teknologi
membawa dampak yang cukup besar pada berbagai bidang yang
mengikuti perekonomian dunia, dari ekonomi industri menuju
ekonomi jasa.

Seiring dengan perkembangan zaman sebagai pelaku
ekonomi tidak dipungkiri membutuhkan pelaku-pelaku usaha atau
sumber daya yang mampu untuk kegiatan bisnisnya agar tujuan
perusahaan dapat ditempuh dengan hasil maksimal.

Kantor Cabang PT. WOM Finance cabang Serang
mempunyai letak perkantoran yang sangat strategis yang berada
dekat dengan pusat Kota Serang, sehingga konsumen dengan sangat
mudah untuk mengunjungi kantor PT. WOM Finance cabang

Serang yang berada di jalan raya utama Serang — Cilegon yang

2 New Employye Orientation Programme, PT. WOM Finance Serang, 2012
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beralamat di jl. Raya Serang-Cilegon KM 3, Lingkungan Legok
Assalam RT.002/011, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten
42162.%

B. Visi dan Misi PT. WOM Finance
a. Visi:
Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia
dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
b. Misi:
1) Mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya.
2) Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan
proses yang baik.
3) Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama
didaerah potensial.

4) Mengoptimalkan kinerja perusahaan.®

C. Produk di PT. WOM Finance
Produk yang digunakan di PT. WOM Finance adalah sebagai

berikut:

% Yuyo Yasin, Operation Head PT. WOM Cabang Serang, Wawancara
dengan Penulis dikantornya, tanggal 21 mei 2018 (pukul 10: 30)
*New Employye Orientation Programme, PT. WOM Finance Serang, 2012.
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1. Pembiayaan konsumen

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem
pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam
melaksanakan kegiatan usaha dalam mengelola risiko, perusahaan
pembiayaan konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atau
barang yang dimiliki konsumen. Adapun produk yang dibiayai
melalui skema transaksi pembiayaan konsumen meliputi otomotif
(sepeda motor dan mobil), barang elektronik dan perumahan.

Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada
prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya
kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan
tambahan.*?

a. Alur pembiayaan konsumen, antara lain :
1) Konsumen memilih barang dan membayar DP
2) Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan ke
perusahaan pembiayaan
3) Perusahaan pembiayaan menyetujui  permohonan

pembiayaan

105.

%2 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.
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4) Perusahaan pembiayaan mengeluarkan PO atas nama
konsumen ke supplier.
5) Supplier mengirim barang ke konsumen
6) Supplier menyerahkan tanda terima barang ke
perusahaan pembiayaan
7) Perusahaan pembiayaan melunasi sisa pembayaran
8) Konsumen membayar angsuran ke perusahaan
pembiayaan.
b. Manfaat produk pembiayaan konsumen, antara lain :
1) Dapat membeli barang yang dibutuhkan meskipun dana
yang dimiliki belum cukup
2) Prosedur pembiayaan yang lebih sederhana
3) Proses persetujuan pembiayaan lebih cepat
4) Tidak diperlukan jaminan tambahan (additional
collateral)
2. Usaha Kartu Kredit
Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk
pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu, yang akan
ditagihkan kemudian kepada pengguna oleh penerbit kartu kredit.

a. Kartu kredit terdiri atas beberapa jenis, antara lain:



1)

2)
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Bank Credit Card, merupakan kartu kredit yang
diterbitkan oleh bank pemegang franchise Card
Company untuk kalangan nasabahnya sendiri.

Co-Branded Card, merupakan Kkartu kredit yang

diterbitkan untuk keuntungan badan usaha tertentu.

3) Affinity Card, merupakan kartu kredit yang diterbitkan

untuk kepentingan organisasi non-profit.

. Alur Pembiayaan Usaha Kartu Kredit, antara lain :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nasabah membeli barang pada toko dengan kartu kredit
Toko meminta otorisasi dari bank relasi

Bank relasi meneruskan otorisasi ke penerbit melalui
card company

Card Company meneruskan otorisasi ke penerbit
Penerbit menyetujui otorisasi

Card Company meneruskan persetujuan penerbit ke
bank relasi

Bank relasi meneruskan persetujuan penerbit ke toko
Nasabah menandatangani struk penjualan dan menerima
produk

Penerbit mengirim tagihan ke nasabah
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10) Nasabah membayar tagihan ke penerbit.
c. Manfaat kartu kredit, antara lain :

1) Kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja

2) Sarana untuk melakukan transaksi via surat, telepon dan

on-line (internet)

3) Sebagai pengganti uang yuanai

4) Diterima diseluruh dunia

5) Pengaturan anggaran lebih mudah

6) Pencatatan transaksi yang sederhana
3. Anjak Piutang

Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau
tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri.

Anjak piutang merupakan alternatif pembiayaan jangka
pendek/modal kerja atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi
tagihan/penjualan secara lebih efektif bagi penjual piutang (client),

a. Alur Pembiayaan Anjak Piutang, antara lain :

1) Klien menjual barang kepada pelanggan

2) Klien memberikan dokumen ke perusahaan factor



3)
4)
5)

6)

Pembayaran di muka dari perusahaan factor
Perusahaan factor menagih piutang ke pelanggan
Pelanggan membayar tagihan ke perusahaan factor

Pembayaran sisa piutang dari perusahaan faktor.

b. Manfaat Anjak Piutang, antara lain :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Membantu peningkatan penjualan
Meningkatkan efisiensi usaha

Membantu kelancaran modal kerja
Mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang
Memudahkan penagihan piutang
Meningkatkan kualitas piutang

Memudahkan perencanaan arus kas (cash flow)

4. Sewa Guna Usaha

38

Sewa guna usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna

usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha

tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa

guna usaha (lesse) selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara berkala.
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Penyewa Guna Usaha (Lesse) adalah perusahaan atau
perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan
dari perusahaan pembiayaan (Lessor).

Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat
dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa Guna Usaha
(Lesse) oleh perusahaan pembiayaan (Lessor) yang kemudian
disewagunausahakan kembali oleh penyewa Guna Usaha.
Pengadaan dengan cara ini disebut sales and Lease Back. Sepanjang
perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang
modal obyek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan.

a. Alur pembayarn Sewa Guna Usaha, antara lain :

1) Lesser memilih barang modal di supplier

2) Lesse mengajukan permohonan leasing ke lessor

3) Lessor menyetujui permohonan lesse

4) Lesse membayar deposit ke lessor

5) Lessor membayar kepada supplier

6) Supplier mengirim barang kepada lesse

7) Lesse membayar sewa ke lessor.

b. Manfaat Sewa Guna Usaha, antara lain :

1) Sumber pembiayaan alternatif
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2) Perjanjian pembiayaan yang lebih fleksibel

3) Pembiayaan proyek skala besar

4) Dapat memperoleh barang modal yang dibutuhkan

dengan cepat dan mudah

5) Perlindungan akibat kemajuan teknologi

6) Kapitalisasi biaya

7) Kemudahan penyusunan anggaran.®
5. Multiguna (Motorku dan Mobilku)

Kredit Multiguna adalah produk baru di PT. WOM Finance
KC Serang. Produk keuangan ini bisa menjadi solusi keuangan saat
membutuhkan dana pinjaman dengan proses pencairan lebih cepat.
Lamanya proses pengajuan kredit dengan jaminan BPKB ini cukup
dengan verivikasi satu hari kerja, lalu dalam waktu 30 menit dana
pinjaman bisa di dapatkan.

a. Keunggulan Kredit Multiguna WOM Finance adalah :
1) Bunga rendah, per tahun 12%
2) Nilai taksasi 65% dari harga kendaraan

3) Tanpa biaya provisi

#standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Field Survey Dalam Proses
Aplikasi Pembiayaan, PT. WOM Finance Serang.
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Jumlah pinjaman Pembiayaan Kredit Multiguna WOM
Finance adalah nilau taksasi berkisar 65%. Pinjaman tidak
dikenakan potongan apapun jika pajak kendaraan masih hidup,
namun jika pajak kendaraan mati, maka pajak STNK akan di
perpanjang melalui birojasa kantor yang biayanya di ambil dari
jumlah pinjaman.

b. Syarat dan ketentuan pengajuan kredit Multiguna WOM

Finance adalah:

1) Fotokopi KTP Suami Istri, jika belum menikah

melampirkan fotokopi KTP Orang Tua.

2) Fotokopi Kartu Keluarga

3) BPKB Faktur dan FC STNK

4) Fotokopi Rekening Tabungan/Rekening Koran 3bulan

Terakhir.

5) Slip Gaji/Nota-Nota/Bukti Usaha®*

3 https://danaxtra.com/pinjaman/wom-finance/kredit-multiguna-motor-
wom-finance. Diakses pada 22 mei 2018, pukul 17.00 WIB.
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34
D. Struktur Organisasi PT. WOM Finance Kc. Serang Branch Head
SUGIONO
MH Honda MH Yamaha & Other MH Motorku MH Mobilku Operation Head Coll head Rem Head Rem Head Credit Head
Gizna Suyoga Adkha P kusuma Jambhari Fungky Maulana Yuyi Yasin Ramadhan M. Zaelani Hedy M Syarief L w_a.
Jarmawan
T 2. M. Yusuf
- _ _| 3. Egie
Admin Mkt 2 Motorky MO Mabilkn MAQ Coll Spv Admin Remedial Prastyo
Asep Dado 1. Ilvan Ferdhika Nasrun i z
Agus Permana 2 2. Nopiandri 1. Yaya 1. Siti Nurjanah
2. Encep
Adm NDS Fl ; cA
CMO Motork - 1 3. Binsar Adm Collection
CMO HONDA 1. Helwin Windia TR AIOIOTER Ovan f 4. fargo 1. Adam Saddam
. 1. IfaFaojah
1. HADISETIA NEGARA 1. BmadSupyadi
2. FERIFADLI Motork w Wv._—__c w>=_ man Collector Collector Officer
3. RAHMATULLAH 1 s T ein
4. SABIKHIS 1. AmaM 4. Agisna 24 1. EDIKURNIAWAN
5. NAZAR FAISAL 5. Karlena Dewi 2. AJISUHAJ
6. YAYAN RUSTRIYANA SPM 6. M Ilham ] 3. AAN ARFIANA
7. ARIF HAKIM F { 4. BERLIN MARBUN
: 5. FAHRON
1. Nela Dwi S BO1Spy BO2 Spv 6. ALIROHMAN
2. Thia$S 7. KHAMDIMAULANA
Feni F Firdyanti 8. UJANG SURYANTO
9. SAKARI
Hmw.m 10. M. AS’ARI
I 11.  HERMAN
7 BO 1 Staff 12, SAHKIMAN
Aminah 13.  AGUS SURYANA
1. Erlin (Fin/Acc) 14, DIKIHERMAWAN
CMO Yamaha Motorku A 15, ANDI MAHFUDI
2. Zulfah(Adm _E.c 16.  NURROHMAN
1. NURUZZAMAN 1. HASAN AMINUDIN 3. Ratu (Adm Credit) 17. M.SAFAAT
2. AHMAD SYAEKHU 2. DIAN ANGGARA s Teller Non Staff 4. Reni (Adm Credit) 18. SAMSUL BAHRI
3. FAHRUL IKHROM 3. IRSAN HASWAN 5. Ferlysia (Adm Credit) 19. MUHIDIN
4. SAPRUDIN 4. YUSUF SAEFUDIN 1. Meta MP 1. Nunung 1. Yadi M (Security) 20. DEDEN SUMANTRI
5. ARIS SUYATNA 5. M.LSATRIA 2. Asmawi (Security) 21. yupt
3. Iwanudin (OB) BO 2 Staff 22. MUSLIM
4.  Taufik (OB) 23. ARIF RIFALDI
5. Yadi AC (Messenger) 1. Eko (Custody BPKB) 24, HOIRUSSALAM
6. Pendi (Messenger) 2. Asnawi (Loandoc)

3. Irfan (GA. Adm. Personal)
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Keterangan:

1.

2.

8.

9.

Rem : Remedial

MKT : Marketing

SPV : Supervisor

CMO : Chief Marketing Officer
MAO : Marketing Agent Officer
NDS : Non Dealer Sales

FOS : Front Office Supervisor
CS : Customer Service

CA : Chartered Accountant

10. ADM : Administrasi

11. SPM : Surat Perintah

44

Membayar
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BAB 111

TINJAUAN TEORITIS GANTI RUGI DAN PEMBIAYAAN

FIDUSIA

A. Pengertian Ganti Rugi

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) bahwa pertanggungan merupakan suatu perjanjian,
dimana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada
tertanggung yang menderita kerugian karena disebabkan oleh
beberapa hal. Kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang
diharapkan akibat suatu peristiwa/musibah, dengan imbalan premi
yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.®

Pertanggungan atau jaminan ganti rugi merupakan suatu
bentuk proteksi risiko dari kerugian ekonomis yang diemban oleh
perusahaan pertanggungan/asuransi. Dalam pengertian hukum,
perjanjian pertanggungan mempunyai tujuan yang pasti dan spesifik
tertuju pada manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang

mengadakan perjanjian.*

** Desmadi Saharuddin, Pembiayaan Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah,

(Jakarta: Kencana, 2015) h. 14.

15.

*® Desmadi Saharuddin, Pembiayaan Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah,... h.
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Dalam hukum Islam penjamin disebut dengan Kkafil,
mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar
terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda,
hutang piutang, hak milik maupun keselamatan jiwa seseorang.
Dalam figih muamalah jaminan ganti rugi disebut dengan -al-
daman atau al-kafalah, dalam istilah perasuransian dikenal dengan
jaminan pertanggungan atau kafalah dan Risk sharing, dalam dunia
perbankan disebut dengan bank guaranty atau al-daman al-masrafi,
namun apabila sudah berbentuk kontrak seperti surat berharga,
dokumen, atau sertifikat kepemilikan disebut dengan collateral
security.

Kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan),
hamalah (beban) dan zimah (tanggungan).®’ Sedangkan menurut
istilah adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk
membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang

pada tempat yang telah ditentukan.*®

*7 Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011), h. 245.

% |smail Nawawi, fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), h. 195.
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Para ulama menjelaskan tentang dhaman sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafi bahwa dhaman adalah
menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam
hal penagihan dengan jiwa, utang atau benda lain.

2. Menurut Mazhab Maliki bahwa dhaman adalah jaminan
seorang mukalaf yang bukan safih (tidak bisa
membelanjakan harta boros) atas utang, atau untuk
mengawasi  orang yang dijamin, baik  dengan
menghadirkannya maupun tidak.*

3. Menurut Mazhab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan al-
kafalah adalah Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada
orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan
atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua
harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.

4. Menurut Mazhab Syafi’i yang dimaksud dengan al-kafalah
ialah Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada

tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda

% 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,... h. 195.
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yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang

berhak menghadirkannya.*’

5. Menurut Sayyid Sabbig yang dimaksud dengan al-kafalah
ialah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban
ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik
utang, barang, maupun pekerjaan.

6. Menurut Hasbi Ash-Shidgie bahwa yang dimaksud al-
kafalah adalah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain
dalam penagihan.**

Setelah diketahui definisi-definisi al-kafalah atau al-dhaman
menurut para ulama, dapat disimpullan bahwa yang dimaksud
dengan al-kafalah atau al-dhaman ialah menggabungkan dua beban
(tanggungan) dalam permintaan dan utang.*

B. Faktor Terjadinya Ganti Rugi

Perjanjian pertanggungan yang diadakan perusahaan
asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang
tidak pasti. Pertanggungan baru akan dirasakan manfaatnya apabila

peristiwa itu benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi,

%0 Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 246
*! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 189.
%2 Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 246.
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perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung dalam
bentuk pemberian ganti rugi terhadap kepentingan yang telah
diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/musibah,
maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang berasal dari
pembayaran premi dari pihak tetanggung. Dalam konteks ini bisa
kita katakan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu
persetujuan dimana masing-masing pihak berjanji  untuk
membayarkan sejumlah uang atau sesuatu yang sama nilainya
kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti.
Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Bahwa pertangungan itu merupakan suatu perjanjian di mana
penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirimya
terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena
kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan
karena suatu kejadian yang tidak pasti.*®

Jaminan pertanggungan yang diadakan oleh perusahaan
asuransi dalam menjalankan misinya sebagai penjamin, mempunyai

sifat-sifat sebagai berikut:

* Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah, ...
h. 16
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1. Pertanggungan itu pada dasarnya suatu perjanjian
penggantian kerugian, dalam hal ini jelas penanggung telah
mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada pihak
tertanggung yang menderita kerugian sebatas pada jumlah
kerugian yang timbul.

2. Pertanggungan merupakan suatu perjanjian bersyarat,
dimana kewajiban memberikan ganti rugi oleh penanggung
hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu itu
terjadi. Dalam hal ini kewajiban pelaksanaan pemberian
ganti rugi digantungkan pada satu syarat, yaitu peristiwa
yang tidak pasti.

3. Pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, dimana
kewajiban penanggung memberikan ganti rugi dihadapkan
pada kewajiban tertanggung membayar premi.

4. Pertanggungan akan memberikan ganti kerugian atas objek
kepentingan yang dipertanggungkan yang mempunyai
hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.**
Kontrak perjanjian pertanggungan yang telah dikeluarkan

oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan

* Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah, ...
h. 16-17.
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sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggungkan.
Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
kenaikan nilai pertanggungan karena adanya tambahan investasi,
perubahan kegunaan objek yang dipertanggungkan, atau karena
perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus
dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus
membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan-
perubahan yang terjadi pada polis disebut dengan endorsment yang
selalu dicatat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan
berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari
kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim.

Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungan benar-
benar menjalankan fungsinya sebagai penjamin atau risiko yang
datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan banyak
manfaat kepada tertanggung, karena ia telah memberikan
perlindungan, rasa terjamin atau ketentraman dalam menjalankan
usaha. Hal ini akan dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka
menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah
yang besar. Penggantian kerugian dalam jumlah yang besar

berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat
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kerugian itu diambil, sedangkan preminya dapat dibayar secara
bertahap dalam jumlah vyang tidak terlalu memberatkan
tertanggung.

Perusahaan pertanggungan dalam melaksanakan proteksi
atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang
dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janji-janjinya. Asas-
asas itu antara lain adalah Idemnitas (idemnity), kepentingan yang
dapat diasuransikan (Insurable Interest), Kejujuran yang Sempurna
(Utmost Goodfaith), dan penyebab Terjadi Risiko (Proximate
Cause), asas-asas ini sangat dominan dalam menentukan kebijakan-
kebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti
penentuan jumlah ganti rugi, bentuk-bentuk pemberian ganti rugi
dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang
menderita kerugian.*

C. Dasar Hukum Jaminan Ganti Rugi (Dhaman)
Dasar pemberlakuan Dhaman (kafalah) adalah al-Qur’an,

hadits, dan Ijma’.46

* Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah, ...
h. 17-18.

“ Abdullah bin Muhammad Ath-Tyayyar, dkk., Ensiklopedi Figih
Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2015).
h. 186.
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Dasar dari al-Qur’an adalah firman Allah SWT :

o _g&
|

-
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Fams, M 7
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Ralid

“mereka (yang menyeru) berkata: “kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang

mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan

aku (salah satu dari yang menyeru) terhadapnya (menjadi) penjamin” (QS.
Yusuf:72)*
Dasar Hukum al-kafalah yang kedua adalah al-sunnah,

dalam hal ini rasulullah SAW. Bersabda:
(JJ\J)Q\ o\jJ) ;:)\.Ezés.g 353:3524;:)\.&‘

“pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”

(Riwayat Abu Dawud)

- <

(‘ﬁjﬁg\\a\jJ)g’;éﬁGs‘)!
“Tidak ada Kafalah dalam had” (Riwayat Baihagi)*®
D. Rukun dan Syarat Dhaman
Menurut Mazhab Hanafi, rukun al-kafalah adalah ijab dan
kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan

syarat al-kafalah adalah sebagai berikut.

" Quraish Shihab, Al-qur’an dan Maknanya, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
h. 244,
*® Hendi Suhendi, Figih Muamalah,... h. 190-191.
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1. Dhamin lah, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya
orang Yyang berpiutang diketahui oleh orang yang
menjamin. Madmunlah disebut juga dengan makfullah,
madmunlah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena
manusia tidak sama dakam hal tuntutan, hal ini
dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

2. Madmun ‘anhu atau Makful ‘anhu adalah orang yang
berutang.

3. Madmun bih atau makful bih adalah utang, barang atau
orang, disyaratkan pada makful bih, dapat diketahui dan
tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

4. Lafaz, disyaratkan keadaan Lafaz itu bearrti menjamin,
tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti
sementara,*’

Menurut Al-Jazairi, diantara hukum-hukum dhaman adalah

sebagai berikut.

1. Dalam dhaman disyaratkan adanya kerelaan dhamin
(penanggung), sedang pada orang yang ditanggung,

kerelaan tidak diperlukan.

%9 Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 247.
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2. Utang madhmun (orang yang ditanggung) tidak lunas
kecuali setelah penanggung (dhamin) melunasi
utangnya. Jika utang madhmun (orang yang ditanggung)
telah terlunasi, tugas dhamin (penanggung) selesai.

3. Dalam dhaman, pengenalan terhadap orang yang
ditanggung (madhmun) itu tidak diperlukan, karena
seseorang diperbolehkan menanggung orang yang tidak
dikenalnya, karena dhaman adalah sumbangan dan amal
baik seseorang kepada orang lain.

4. Dhaman tidak terjadi kecuali pada utang yang pasti, atau
sesuatu yang mengarah kepada kepastian, misalnya
ja’alah.

5. Tidak dilarang bila dhamin (penanggung) terdiri dari
banyak orang dan juga tidak dilarang bila dhamin

ditanggung orang lain.*

E. Macam-Macam Dhaman
Pada umumnya, dhaman terbagi menjadi dua bagian,
pertama, Dhaman dengan jiwa, yaitu adanya keharusan bagi

penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada

>% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,... h. 197.
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yang ia janjikan tanggungan itu. Jika ia tidak dapat
menghadirkannya, menurut mazhab Maliki, penjamin wajib
membayar utang orang yang ditanggungnya.™

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah
manusia hukumnya boleh. Orang ditanggung tidak mesti
mengetahui permasalahan, karena dhaman menyangkut badan
bukan harta penanggungan tentang hak allah swt.

Alasan berikutnya, menggugurkan dan menolak had adalah
perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang
dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan kecuali
oleh orang yang bersangkutan.

Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa dhaman dinyatakan
sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban
menyangkut hak manusia, seperti kisas dan gadzaf. Kedua hal
tersebut menurut Syafi’iyah termasuk hak yang lazim. Bila
menyangkut had yang telah ditentukan oleh allah swt., maka hal

itu tidak sah dengan kafalah.>?

>! |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,... h. 197.

>2 Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 248.
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Ibnu hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan
menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut
persoalan harta maupun menyangkut masalah had. Syarat apapun
yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah bathil.

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya
kafalah jiwa (kafalah bil al-wajh), dengan alasan bahwa rasulullah
saw. pernah menjamin urusan tuduhan. Namun, menurut lbnu
Hazm bahwa hadis yang menceritakan tentang penjaminan
Rasulullah saw. pada masalah tuduhan adalah bathil karena hadis
tersebut diriwayatkan oleh lbrahim bin Khaitsam bin Arak, dia
adalah dhaif dan tidak boleh diambil periwayatannya.*?

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa penjamin (kafil
atau dhamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang
tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah
meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak
berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin
mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi’i, bila ashil telah meninggal dunia,

maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak

> Hendi Suhendi, Figih Muamalah,... h. 192.



58

menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan
bebas tanggung jawab.>*

Yang kedua, ialah dhaman harta, yaitu kewajiban yang
mesti ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran (pemenuhan)
berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Kafalah bi al-dayn, yaitu kewajiban membayar utang

orang yang menjadi beban orang lain.

Dalam kafalah utang, disyariatkan sebagai berikut.

a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu
terjadinya transaksi jaminan, seperti utang Qiradh,
upah dan mahar, seperti seseorang berkata, “juallah
benda itu kepada si A dan aku berkewajiban
menjamin pembayarannya dengan harga sekian”,
maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas,
hal ini disyaratkan menurut mazhab Syafi’i.
Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf
berpendapat, dibolehkan menjamin sesuatu yang

nilainya belum ditentukan.

>* Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 248.



59

b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut
Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm, bahwa seseorang
tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui,
sebab itu perbuatan tersebut adalah gharar.
Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad
berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin
sesuatu yang tidak diketahui.

2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban
menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan
orang lain, seperti mengembalikan barang yang di
ghasab dan menyerahkan barang jualan kepada
pembeli. Disyaratkan materi yang dijamin untuk ashil
adalah seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan
berbentuk jaminan, kafalah batal.

3. Kafalah dengan ‘aib, maksudnya bahwa barang yang
didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya
(cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-
hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan

untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti
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barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang

tersebut adalah barang gadai.”

F. Pelaksanaan Dhamin

Dhamin (Al-Kafalah) dapat dilaksanakan dengan tiga
bentuk, yaitu :

Munjaz (tanjiz) ialah tanggungan yang ditunaikan
seketika, seperti seseorang berkata “saya tanggung si Fulan dan
saya jamin si Fulan sekarang”, lafaz-lafaz yang menunjukkan
al-kafalah menurut para ulama adalah seperti lafaz
Tahammaltu, takafaltu, dhammintu, ama kafil laka, ana za’im,
huwa laka ‘indi atau huwa laka’alaya. Apabila akad
penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad
utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau
dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

Mu’allag (ta’lig) adalah menjamin sesuatu dengan
dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “jika kamu
mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan

membayarnya”.

>> Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 249.
*® Hendi Suhendi, Figih Muamalah, ... h. 194-195.
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Mu’aqqat (taukit) adalah tanggungan yang harus dibayar
dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang,
“bila ditagih pada bulam ramadhan, maka aku yang
menanggung pembayaran utangmu.” Menurut Mazhab Hanafi
penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi’i
batal. Apabila akad telah berlangsung, maka madmunlah boleh
menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban), hal ini

dijelaskan oleh jumhur ulama.>’

G. Pembayaran Dhamin

Apabila orang yang menjamin (dhamin) memenuhi
kewajiban dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh
meminta kembali kepada madhmun ‘anhu apabila pembayaran itu
atas izinnya. Dalam hal ini para ulama bersepakat, namun mereka
berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan
beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin

bebannya.>®

% Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 250.
*® Hendi Suhendi, Figih Muamalah,... h. 195-196.
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Menurut al-Syafi’i dan Abu Hanifah, bahwa membayar
utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunah, dhamin
tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin
(madhmun’anhu). Menurut Mazhab Maliki, dhamin berhak
menagih kembali kepada madhmun’anhu. 1bnu Hazm berpendapat,
bahwa dhamin tidak berhak menagih kembali kepada
madhmun’anhu atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan izin
madhmun’anhu maupun tidak ada, kafil (dhamin) berkewajiban
menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan, kecuali dengan
membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas
untuk kafil dari utang makfullah (orang yang menguntungkan)
sekalipun makful 'anhu dan kafil tidak rela.”

H. Pengertian Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu fiducie,
sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of
ownership, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur,
fidusia lazim disebut dengan istilah eigendomsoverdracht (FEO),
yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Menurut

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

%9 Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 250
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Jaminan Fidusia (dalam tullisan ini selanjutnya disebut UUJF),
yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda itu.®°

Pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan sebagai suatu
pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada
penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa
benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi
fidusia.**

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang fidusia adalah
suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur),
berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang)
kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya hak nya saja
secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara
kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan

barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai

%0 Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia, (Serang: Cahaya
Minolta, 2012), h. 53.
*! Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,... h. 53.
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eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau
houder dan atas nama kreditor eigenaar.

Definisi tersebut didasarkan pada kontruksi hukum adat,
sebab istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan
diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik
kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi
tersebut antara lain :

1. Adanya pengoperan

2. Dari pemiliknya kepada kreditor

3. Adanya perjanjian pokok

4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan

5. Bertindak sebagai detentor atau houder.®

Undang-undang memberikan istilah  fidusia sebagai
“jaminan fidusia”. Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa
jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam

%2 Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,... h. 53-54.
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penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.®®

Dalam Islam fidusia (Hak Milik) adalah sesuatu ketentuan
yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan
atau suatu beban hukum.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah
menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda
tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri

maupun dengan perantara orang lain.**

I. Dasar Hukum Jaminan Fidusia
Apabila kita mengkaji perkembangan yuriprudensi dan
peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum
berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini.
1. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 januari 1929 tentang
Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda);
2. Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 tentang BPM-

Clynet Arrest (Indonesia); dan

8% Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers,2011), h. 56-57
® Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 32-33.
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3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.®®
Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa

pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang
Jaminan Fidusia adalah:

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat
bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi
dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap
yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga
jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap
dan komprehensif;

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih
memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin
kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan
hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu

dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia

® Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,... h. 61.
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dan jaminna tersebut perlu didaftarkan di kantor pendaftaran
Fidusia;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a, b, ¢ dipandang perlu membentuk
Undang-Undang Jaminan Fidusia.®®
Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan maksud ditetapkan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
adalah:

1. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan
jaminna fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu
kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
kepada para pihak yang berkepentingan;

2. Memberikan  kemudahan bagi para pihak yang
menggunakannya, khususnya bagi pemberi Fidusia;®’
Undang —Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 bab

dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini,

meliputi hal berikut ini.

% salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,... h. 61.
%7 salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,... h. 61-62.
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1. Ketentuan umum (pasal 1)

Di dalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia,

jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia,

penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang;

2. Ruang lingkup (pasal 2 sampai dengan pasal 3)
Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian
yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan
fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku

terhadap:

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan
bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan
yang berlaku menentukan jaminan atas benda
tersebut wajib didaftar;

b. Hipotek atas kapal laut yang tedaftar dengan isi
kotor berukuran 20 m3 atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai (pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia)
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Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya
jaminan fidusia (pasal 4 sampai dengan pasal 26
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);

Hak mendahului (pasal 27 sampai dengan pasal 28
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);

Eksekusi jaminan fidusia (pasal 29 sampai dengan pasal
34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);

Ketentuan pidana (pasal 35 sampai dengan pasal 36
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);

Ketentuan peralihan (pasal 37 sampai dengan pasal 38
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999);

Ketentuan penutup (pasal 39 sampai dengan pasal 41

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999).%

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.

Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek
jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya
undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang ini;

%8 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,... h. 62-63.
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2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari
terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia,
semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban
pembuatan akta jaminan;

3. Jika alam waktu pada angka 2 tidak dilakukan
penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut
bukan merupakan hak agunan atas kebendaan
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi  sebuah perintah kepada

pemerintah supaya dapat dibentuk kantor Pendaftaran Fidusia pada
tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah
undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor
139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia
di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia,
tertanggal 30 september 2000, telah ditentukan bahwa Kantor
pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi berada di Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah Kerja
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Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.®®

J. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan
fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam
persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin,
dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia
diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan pasal 2 Undang-
Undang ini, disebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku
terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda
Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:
1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak
berwujud
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak
dibebani hak tanggungan.
Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak

tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun,

% Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ... h. 63-64
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sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah
pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang
perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek
jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang
perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.”

Kemudian Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa
Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak Tanggungan vyang berkaitan dengan tanah dan
bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang
berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut
wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik
orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran
20 (dua puluh) M3 atau lebih.

c. Hipotek atas pesawat terbang, dan

7% salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ... h. 64.
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d. Gadai.”!

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima
fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi
pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan
penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan
fidusia.”

K. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada
di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di
luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani Jaminan
Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor
Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya kator Pendaftaran
Fidusia didirikan dijakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh
wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendartaran Fidusia telah dibentuk

pada setiap provinsi di indonesia. Kantor pendaftaran Jaminan

™ Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,... h. 69.
7> Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,.. h. 70-71.
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Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia.”

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana
yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jminna
Fidusia disajikan berikut ini.

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima
fidusia, kuasa, atau wakilnya pada kantor Pendaftaran
Fidusia. Permohonna itu diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan
melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu
memuat:

a. ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat

kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

7 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ... h. 84.
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d. Uraian mengenal objek benda jaminan yang menjadi
objek jaminna fidusia;

e. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan:

a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan
fidusia;

b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk
melakukan pendaftaran jaminan fidusia;

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminna fidusia
(pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)

2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminna fidusia dalam
buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonna pendaftaran.

3. Membayar biaya pendaftaran fidusia

Biaya pendaftran fidusia diatur di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
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Jaminna Fidusia. Biaya pembuatan pendaftaran fidusia
ditentukan secara berjenjang. Biaya pendaftaran fidusia
dsesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila
nilai penjaminannya kurang dari Rp 50.000.000., maka
besarnya biaya pendaftarannya paling banyak Rp 50.000.
besarnya biaya pendaftran fidusia ini adalah 1 per mil dari
penjaminan (nilai kredit).

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan
kepada penerima Fidusia Sertifikat jaminan fidusia pada
tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan
pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan
dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam
sertifikat jaminan fidusia adalah:

Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-
kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Sertifikat jaminan ini
mempunyai kekuatan eksektorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia
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mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek
jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal
berikut ini:
1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat
kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi
objek jaminan fidusia;
5) Nilai penjaminan; dan
6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminna fidusia.
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan
tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar
Fidusia.™
Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat
jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam
jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut,

pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran

7% Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ... h. 84-86.
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Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat
perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal
sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan
biaya (pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jamina Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia).”

Di samping itu, bahwa sertifikat jaminan fidusia
tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap
substansi. Yang dimaksud dengan perubahan substansi
antara lain perubahan objek jaminna fidusia berikut
dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia,
perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia, dan
perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur
yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi,
disajikan berikut ini.

1. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan
pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor

Pendaftaran Fidusia;

> Mochamad Avrifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,.. h. 78.
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2. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,
melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku
daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan
yang merupakan bagiab tak terpisahkan dari sertifikat
jaminan fidusia (pasal 16 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)."

L. Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan Fidusia mengandung arti tidak
berlakunya lagi jaminan. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia,
yaitu:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia maksudnya
adalah hapusnya hutang yaitu dengan cara pelunasan dan
bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat
kreditor;

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;

atau

7 Mochamad Arifinal, Buku Ajar Jaminan Fidusia,.. h. 78-79.
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3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan
klaim asuransi (Pasal 25 UUJF).”

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya,
menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya
untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan
karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling
lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan
dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya
jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut,
maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia
dan buku daftar fidusia; dan

2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan
fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat

Jjaminan  fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

"7 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, ... h. 87.
78 Mochamad Avrifinal, Buku Ajar Hukum Jaminan,... h. 81.
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BAB IV

MEKANISME GANTI RUGI KEHILANGAN

KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN

FIDUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Mekanisme Ganti Rugi Kehilangan Kendaraan Bermotor pada

Pembiayaan Fidusia

Didalam pelaksanaan ganti rugi terdapat tahapan-tahapan dalam

proses ganti rugi yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh pemohon

dari awal sampai akhir. Sebagai tahapan awal proses ganti rugi terlebih

dahulu dilakukan secara lisan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk

pengajuan asuransi jika kehilangan motor, yaitu :

1.

2.

3.

Fotocopy KTP Pemohon kredit

Fotocopy KTP Pelapor

Laporan kehilangan kepolisian asli (maksimal 3 hari dari
tanggal kejadian)

Surat blokir dan laporan kemajuan dari kepolisian

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli

Kunci kontak
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7. Surat pernyataan kejadian
8. Bukti kwitansi pembayaran angsuran

Klaim asuransi pertama-tama haruslah memenuhi sejumlah
persyaratan berkas, Berkas pertama yang harus dilengkapi adalah surat
keterangan hilang yang dikeluarkan Polsek, Setelah surat kehilangan
didapat, selanjutnya melapor ke pihak leasing. Laporan harus dilakukan
3x24 jam setelah kejadian berlangsung. Saat ke leasing, maka pemohon
harus membawa sejumlah berkas sesuai ketentuan yang berlaku seperti
yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya akan diwawancarai oleh
petugas perihal peristiwa kehilangan. Kemudian pemohon meminta
surat pengantar pemblokiran STNK di Polsek, dan setelah itu diberikan
lagi ke leasing. Pihak leasing baru bisa memohon penggantian ke
asuransi. Penggantian di WOM berupa uang, bukan unit, sesuai dengan
kontrak di awal angsuran.

Lembaga pembiayaan di dunia otomotif tentu dapat membantu
meringankan beban masyarakat. Selain membantu mendapatkan sepeda
motor yang diinginkan dengan sistem kredit, pihak leasing juga
biasanya memberikan ganti rugi jika motor terkena masalah. Sementara
ini diketahui bahwa ganti rugi yang terjadi di PT. Wahana Ottomitra

Multiartha pihak asuransi akan mengganti sepeda motor yang hilang
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sesuai tata cara yang dianjurkan oleh pihak leasing. Jumlah
penggantiannya berbeda-beda, tergantung motor dan tahun kreditnya.
Untuk motor yang baru satu tahun kredit, tetapi sudah hilang, kami
akan ganti sebesar 100%. Untuk tahun kedua, penggantiannya 80%,
sedangkan tahun ketiga, 70% penggantiannya.”

PT. WOM PFinance disini menggunakan bunga, bunga adalah
sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang
diperoleh dengan penggunaan tersebut.

Metode perhitungan Bunga :

BUNGA FLAT » BUNGA EFEKTIF » BUNGA ANUITAS
Jenis-jenis Bunga, antara lain :
1. Bunga fix
a. Suku bunga fixed atau kadang disebut Fix, adalah suku
bunga yang dipatok pada nilai tertentu. Tidak berubah
(sama) dalam jangka waktu tertentu.

b. Misal KPR dengan bunga fixed 10% selama 3 tahun

pertama, maka suku bunga dalam 3 tahun pertama dipatok

10% tidak akan berubah, tidak naik atau turun.

”® Yuyo Yasin, Operation Head PT. WOM Cabang Serang, Wawancara
dengan Penulis dikantornya, tanggal 21 mei 2018 (pukul 10: 30)
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c. Setelah masa bunga fixed selesai, maka suku bunga yang
berlaku adalah bunga floating.

d. Perhatikan bahwa bunga fixed (dipatok pada nilai tertentu)
berbeda dengan bunga flat (bunga tetap). Bunga flat adalah
cara perhitungan bunga, sedang bunga fixed adalah besaran
suku bunga yang berlaku.

2. Bunga Float

a. Bunga Floating atau suku bunga mengambang adalah suku
bunga yang umum dipakai bank dalam memberikan
pinjaman.

b. Bunga ini akan berfuktuasi atau berubah-ubah untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan suku bunga pasar dan
kebijakan bank.

c. Biasanya suku bunga floating akan mengikuti Bl rate. bila
Bl rate naik maka suku bunga ikut naik.

d. Misal bunga KPR bank bulan kemarin 10% dua bulan
kemudian bisa berubah menjadi 9%, tergantung kebijakan

bank dan situasi ekonomi saat itu.
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3. Bunga Capp
a. Suku bunga cap atau kadang disebut capped. Sebenarnya
adalah suku bunga Floating, yang dibatasi maksimumnya
pada nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu.
b. Misal KPR dengan bunga cap 10%, selama 2 tahun, maka
dalam 2 tahun tersebut, suku bunga bisa naik turun, tetapi
tidak melebihi 10%.
4. Bunga Fix & Cap
a. Suku bunga ini adalah gabungan antara fixed dan capped.
b. Misal KPR dengan bunga fix 10% selama 3 tahun pertama,
dan Cap 12% selama 2 tahun selanjutnya.
c. Maka dalam waktu 3 tahun pertama bunga KPR dipatok
10%, tidak naik, tidak turun.
d. Kemudian 2 tahun selanjutnya bunga KPR dibatasi 12%,
bisa turun, bisa naik, tetapi naiknya tidak boleh melebihi
12%.
e. Kemudian setelah masa fix & cap selesai, bunga yang

berlaku adalah bunga floating.
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5. Metode Bunga Efektif

Bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan
saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya sehingga angsuran
bunga akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai
pinjaman namun angsuran pokok tetap setiap bulan.

Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga
flat, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang
tersisa.

Porsi bunga dan pokok dalam angsuran setiap bulan
akan bebeda, meski besaran angsuran per bulannya tetap sama.

Rumus perhitungan :

Bunga = SP x i x (30/360)

Keterangan :

SP : Saldo Pokok Pinjaman bulan sebelumnya
I : Suku Bunga pertahun

30 : Jumlah hari dalam 1 bulan

360 : Jumlah hari dalam 1 tahun.
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6. Metode Bunga Anuitas
Metode Bunga Anuitas adalah modifikasi dari metode
efektif, metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga
yang dibayar sama setiap bulannya.
Rumus Perhitungan :

Bunga = SP x i x (30/360)

Keterangan :

SP : Saldo Pokok Pinjaman bulan sebelumnya
I : Suku Bunga pertahun

30 : Jumlah hari dalam 1 bulan

360 : Jumlah hari dalam 1 tahun.

7. Metode Bunga Flat

Bunga Flat Rate adalah pembebanan bunga setiap bulan
tetap dari jumlah pinjamannya, demikian juga angsuran
(cicilan) pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas.

Sistem flat adalah bunga pinjaman yang dihitung dari
awal melakukan pinjaman yang besar bunganya akan tetap
sampai pada akhir angka waktu pinjaman.

Dengan sistem seperti ini, naik turunnya bunga bank

tidak akan mempengaruhi cicilan yang harus dibayarkan.
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Dengan sistem fixed, biasanya besarnya bunga yang ditetapkan
lebih tinggi.

Bunga tetap adalah sistem bunga pinjaman
diperhitungan atas dasar plafond kredit tanpa memperhatikan
perubahan sistem pinjaman.

Rumus Perhitungan :
Bunga per bulan=(P x i xt):jb
Keterangan :
P : Pokok Pinjaman awal,
I : suku bunga per tahun,
t : jJumlah tahun jangka waktu kredit
jb : jumlah bulan dalam jangka waktu kredit.®
Berikut ini adalah data yang kehilangan motor di WOM KC
Serang
1. Nama : Muhammad Sofyan
Alamat  : Kp. Tembakang Desa Pulokencana kecamatan Pontang
Kabupaten Serang.
Dalam hal ini nama tesebut telah kehilangan motor honda

Scoopy pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 pukul 18.30 WIB.

8 Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Field Survey Dalam Proses
Aplikasi Pembiayaan, PT. WOM Finance Serang.
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Kehilangan motor tersebut terjadi di Stadion Maulana Yusuf. Dan
pada hari Senin tanggal 21 mei 2018 konsumen langsung melapor
ke Polsek terdekat untuk meminta surat keterangan hilang untuk
dilaporkan ke pihak leasing dan konsumen harus memberikan
informasi kehilangan motornya ke pihak leasing dan harus
membawa syarat yang ditetapkan pihak leasing tersebut agar
langsung diproses.®
Harga motor konsumen Rp. 18.000.000 hilang pada tahun
kedua, maka penggantiannya adalah 80% dan dikurangi 10% atas
resiko sendiri.
Cara perhitungan nya adalah :
80% x 18.000.000 = 14.400.000
14.400.000 — (10% x 18.000.000) =
14.400.000 — (180.000) = 14.220.000
Jadi, uang yang diterima adalah Rp. 14.220.000
Nasabah mendapatkan jaminan dan rasa tenang karena
mengetahui bahwa apabila terjadi kehilangan akan mendapatkan
penggantian dari perusahaan asuransi. PT. WOM Finance bergerak

dalam bidang jasa pembiayaan kendaraan bermotor roda dua,

8 Muhammad Sofyan, Konsumen PT. WOM Finance KC Serang,
wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 1 juli 2018 (pukul 14 : 00)
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sehingga memakai jenis asuransi kerugian kendaraan bermotor
Total Loss Only (TLO).

Asuransi TLO (Total Loss Only) pertanggungan atas
resiko kehilangan total benda/barang yang dipertanggungkan atau
kerusakan benda/barang yang dipertanggungkan hingga mencapai
kondisi kerusakan 75% dari harga pertanggungan.®

Hasil asuransi tersebut angkanya tidak pasti, sesuai
kehilangan kendaraan tersebut. Jika nasabah mengasuransikan nya
maka kendaraan yang hilang tersebut akan digantikan atau

dikembalikan uangnya sesuai sisa hutangnya.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Ganti Rugi Kehilangan
Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Fidusia

Pembahasan ini ialah tentang bagaimana dasar hukum Ganti

Rugi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Fidusia itu

sendiri, ganti rugi yang terdapat dalam majallah al-Ahkam al-

‘Adliyah, adalah suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang

lain.®

8 Meta MP, Customer Service PT. WOM Finance Cabang Serang,
Wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 21 mei 2018 (Pukul 13: 00)

8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), h. 334.
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Secara etimologi, al-mal (harta) berasal dari kata mala yang
berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-
mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia
dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam
bentuk manfaat.**

Apabila harta tersebut berupa al-mithli (Harta yang
memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan
pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau
kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi)®, maka
yang harus diserahkan adalah harta al-mithli pula.?® Akan tetapi
apabila berupa al-gimiy, (harta yang tidak mempunyai persamaan di
pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut
kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan
pohon),®” maka keharusan mengembalikan juga dalam bentuk al-
gimiy.%®

Dalam berbagai mazhab fikih, bahwa jaminan ganti rugi

tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan

73.

# Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

¥ Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 36.
# Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,... h. 335.

8 Rachmat Syafe’i, Fiqgih Muamalah,... h. 37.

# syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,... h. 335



92

tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang
disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian
pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang berkaitan
dengan hak, dan lain-lainnya.

Tidak hanya cukup ada kesalahan (at-ta’addi) dari pihak
debitur, tetapi juga harus ada kerugian (adh-dharar) pada pihak
kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian
(adh-dharar) inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang
diwujudkan dalam bentuk ganti rugi adalah kaidah hukum islam,
“kerugian dihilangkan”. (adh-dhararu yuzal), artinya kerugian
dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang
dimaksud dengan kerugian (adh-dharar) adalah segala gangguan
yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun
menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk
terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat. Dalam
kaitan dengan ingkar akad, kerugian (adh-dharar) yang terjadi lebih
banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek

dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang
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menyangkut moril  kemungkinannya sedikit sekali, yaitu
kemungkinan terjadinya kerugian moril %

Dalam Islam fidusia (Hak Milik) adalah sesuatu ketentuan
yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan
atau suatu beban hukum.*

Untuk memiliki Harta, ternyata tidak semudah yang
dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh sesorang asal
tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum
Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan siftanya bersedia dan
dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki
suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki
antara lain sebagai berikut.

a. lkraj al mubahat, untuk harta yang mubah (belum dimiliki
oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta
yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang
syara’ untuk dimiliki.

b. Khalafiyah, ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang

baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang

berbagai macam haknya.

8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,... h. 335.
% Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikin Muamalah,... h. 32.
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c. Tawllud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda
yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda
tersebut.

d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang
sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat
khalifah ia berkata: sebidang tanah akan menjadi milik
seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak
memanfaatkannya  selama  tiga tahun.  Hanafiyah
berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya
kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu
berhak memiliki tanah itu.®*

1. Dasar pemberlakuan dhaman (kafalah) adalah al-qur’an,

hadits, dan ijma’. Allah SWT berfirman:

Maksud dari ayat ini adalah penyeru itu berkata
bahwa raja kehilangan piala yang ada cap kerajaan padanya.

Barang siapa yang dapat mengembalikan piala itu akan

% Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,... h. 36-37.
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memperoleh hadiah yaitu bahan makanan seberat beban unta.
Penyeru itu menjelaskan pula bahwa dia menjamin akan tetap
memberikan hadiah itu pada siapa saja yang bisa
mengembalikannya.**

Yusuf as. menggunakannya sebagai takaran
untuk mengisyaratkan betapa sulit dan langka makanan serta
betapa mahal harganya. Pembantu-pembantu Yusuf as.
mengetahui bahwa takaran itu adalah gelas minum Raja, tetapi
itu tidak diketahui oleh saudara-saudara Yusuf as. mereka hanya
mengetahuinya sebagai alat takar karena itu pengejarnya
menjelaskan bahwa apa yang hilang itu adalah sesuatu yang
mahal dan milik Raja. Tidak mustahil yang mereka maksud
dengan Raja adalah Yusuf as., sebagai penghormatan
kepadanya, atau untuk menakut-nakuti anak-anak ya’qub itu.
Kata shuwa’ iadalah alat ukur. pada masa itu mereka membeli
dan minum-minuman keras dengan ukuran tertentu. Salah satu
di antaranya adalah shuwa’. Dengan demikian, ia berfungsi

sebagai alat minum sekaligus ukuran kuantitas.*?

% Alqur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, (Jakarta: Widya
Cahaya,2011). h. 22.

> M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-
Qura’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 151.
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2. Dalil sunnah :

Didalam Shahih Al-Bukhari diriwayatkan

¢ Qs (¢ J 85 Gy g3 |2 1 O
sale 16 i e adle Jh s 06 LY ;1M
BB 08 Kalla Jlelsle ¢ 08 g

Apalme s i 0 505 et

“Bahwa suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada
Rasulullah saw. untuk beliau shalati, lalu beliau bertanya,
“Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?” para Sahabat
berkata, “Tidak.” Lalu beliau bertanya, “Apakah ia memiliki
tanggungan utang?”’ Mereka berkata, “ya, dua dinar.” Lalu
beliau berkata, “jika begitu, maka shalatilah jenazah teman
kalian ini (maksud nya beliau tidak bersedia menshalatinya,
karena ia masih memiliki tanggungan utang)”. Lalu Abu

Qatadah r.a. berkata, “saya yang menjamin utang tersebut wahai
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Rasulullah.” (maksudnya ia yang akan membayarkan utang si
jenazah tersebut). Lalu beliau menshalatinya.”94

3. Kaidah fikih :

oA Y sl 1 5 9

“pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak
berjalan bersamaan”

Yang disebut dengan dhaman atau ganti rugi dalam
kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama.
Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar
seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada

dipasaran.
Slalal U ’G\’)SJ\

“manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”

Arti asal al-kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan
baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon
mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu.

Sedangkan al-dhaman adalah ganti rugi.”

** Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 6, (Jakarta: Gema Insani,
2011), h. 34.

% Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2006), h. 132-133
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Glasall AL o a0 51 52

“suatu hal yang dibolehkan oleh syara’ tidak dapat dijadikan

objek tuntutan ganti rugi”

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan

oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak

dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contohnya, si A

menggali sumur ditempat miliknya sendiri. Kemudian

binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan

mati, maka tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi

kepada si A, sebab menggali sumur di tempatnya sendiri

dibolehkan oleh syariah.®

4. ljma’ secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa adh-

Dhaman (jaminan) adalah boleh, karena memang

dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu
menghilangkan beban dari diri orang yang berutang.®’

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah

manusia hukumnya boleh. Orang ditanggung tidak mesti

mengetahui permasalahan, karena dhaman menyangkut badan

bukan harta penanggungan tentang hak allah swit.

% Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,.. h. 136
%7 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 6,.. h. 35.
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Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa dhaman dinyatakan sah
dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut
hak manusia, seperti kisas dan gadzaf. Kedua hal tersebut menurut
Syafi’iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut  had
yang telah ditentukan oleh allah swt., maka hal itu tidak sah dengan
kafalah.

Ibnu hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan
menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut
persoalan harta maupun menyangkut masalah had. Syarat apapun
yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah bathil.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa penjamin (kafil
atau dhamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang
tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah
meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak
berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin
mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi’i, bila ashil telah meninggal dunia,
maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak
menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan

bebas tanggung jawab.
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MUI  mengeluarkan  fatwa DSN No. 43/DSN-
MUI/VI1I/2004 tentang Ganti Rugi (7a’widh) bahwa lembaga
keuangan syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip stariah
untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus
kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa
dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

1. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak
yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan
menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas.

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah
biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka
penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

4. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai
kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost)
dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang

diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya
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peluang yang hilang (oppor-tunity loss atau al-furshah

al-dha-i’ah).

5. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada
transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang
(dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan
ijarah.

6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi
hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu
pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya
sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Fatwa DSN Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang
Penjaminan  Syariah  bahwa masyarakat memerlukan
penjaminan dalam berbagai macam transaksi.

Pertama : ketentuan umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan syariah adalah penjaminan
antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah
sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

2. Imbal Jasa Kafalah adalah fee atas

penggunaan fasilitas penjaminan untuk
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penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah (kafalah bil ujrah).

. Ta’'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima
jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin
dalam membayar kewajibannya yang telah

jatuh tempo.

. Denda keterlambatan (late charge) adalah

denda akibat keterlambatan pembayaran
kewajiban yang akan diakui seluruhnya

sebagai dana sosial.

: Hukum

Penjaminan  syariah  dibolehkan,  dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

: Ketentuan akad

Akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan
Syariah adalah kafalah bil ujrah dengan
ketentuan:

1. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau

sebagian dari :
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a. Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari
transaksi syariah;
b. Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan

prinsip Syariah.

. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan

oleh para pihak untuk menunjukkan
kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad).

. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad

berdasarkan kesepakatan.

. Kafalah bi ujrah bersifat mengikat dan tidak

boleh dibatalkan secara sepihak.
Ketentuan dan batasan (Dhawabith wa
Hudud) Penjaminan Syariah
Penjaminna syariah tidak boleh digunakan
untuk menjamin transaksi dan obyek yang

tidak sesuai dengan syariah.

. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan

finansial untuk melunasi pada waktunya.
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Tidak memberikan fasilitas yang
bertentangan dengan syariah.

Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank
syariah, maka bank dapat meminta jaminan
secara keseluruhan, sebagian atau
menggunakan wa ‘ad line facility.

Dalam hal penjaminan dilakukan oleh
perusahaan  asuransi  syariah, = maka
pembayaran klaim penjaminan tidak boleh
diambil dari dana tabarru’ karena bukan
kegiatan asuransi syariah.

Dalam hal terjadi pembayaran klaim
penjaminan, maka pihak penjamin berhak
menagih kepada pihak terjamin sebesar
pembayaran klaim atau melepaskan haknya.

. Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih
yang timbul dari poin f.

. Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang
berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan

pada nilai pokok (ra sul maal).
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Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh
bank syariah, asuransi syariah, lembaga
penjaminan syariah, dan LKS lainnya.

Penjaminan dapat dilakukan antara lain atas
kemampuan bayar, kemmapuan penyelesaian
kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan

atau pekerjaan.

: Ketentuan Ta’widh dan Denda

a. Ta'widh
Pihak terjamin dapat dikenakan fa 'widh
sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No.
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi
(Ta’widh).
b. Ta’zir
Pihak terjamin dapat dikenakan ta’zir
sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No
43/DSN-NUI/VINI/2004 tentang Ganti  Rugi

(Ta’widh).
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Keenam : Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sesuai dengan prisnsip syariah setelah
tidak  tercapai kesepakatan ~ melalui
musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan  sebagaimana  mestinya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara luas pada bab-bab
terdahulu, mengenai tinjauan hukum islam terhadap aplikasi ganti
rugi kehilangan kendaraan bermotor pada pembiayaan fidusia PT.

WOM Finance cabang Serang, maka penulis mengambil

kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah:

1. Bahwa mekanisme ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor
di PT. WOM Finance cabang Serang, penggantian hutangnya
tergantung tahun kredit dan diganti dalam bentuk uang tunai.
Akan tetapi  konsumen tidak langsung  menerima
pembayarannya, jika konsumen masih memiliki tunggakan
biaya kredit, maka pembayarannya akan di cover ke sisa kredit
yang belum dibayar. Untuk motor yang baru satu tahun kredit,
tetapi sudah hilang, kami akan ganti sebesar 100%. Untuk tahun
kedua, penggantiannya 80%, sedangkan tahun ketiga, 70%
penggantiannya. Adapun Asuransi yang digunakan adalah

asuransi kerugian kendaraan bermotor Total Loss Only (TLO).
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Jika pemohon/nasabah tidak menggunakan asuransi, maka
perusahaan tersebut akan mendapat kerugian.

. Ada sebagian ulama yang berpendapat tentang tidak ada nya
nash yang menghalalkan, membolehkan atau melarang ganti
rugi. Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah
manusia hukumnya boleh. Orang ditanggung tidak mesti
mengetahui permasalahan, karena dhaman menyangkut badan
bukan harta penanggungan tentang hak allah swt. Mazhab
Syafi’i berpendapat, bahwa dhaman dinyatakan sah dengan
menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak
manusia, seperti kisas dan gadzaf. Kedua hal tersebut menurut
Syafi’iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut had yang
telah ditentukan oleh allah swt., maka hal itu tidak sah dengan
kafalah. Ibnu hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin
dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik
menyangkut persoalan harta maupun menyangkut masalah had.
Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah
bathil. Dalam hal ini, terdapat keraguan terhadap ganti rugi
yang dinilai mengandung unsur-unsur yang sebenarnya tidak

dibenarkan dalam Islam. Adapun Ganti rugi diperusahaan
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konvensional menurut beberapa pendapat menyatakan, bahwa
dalam ganti rugi dianggap berbeda dari sistem yang seharusnya

diterapkan sesuai dengan prinsip Islam.

B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis
sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pastikan nasabah menjaga keamanan motornya agar tidak
terjadi kehilangan. Pastikan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak
berpindah tangan . dan jika terjadi kehilangan pastikan nasabah
harus mempunyai asuransi ganti rugi kendaraan bermotor TLO
(Total Loss Only) agar proses nya mudah dan cepat.

2. Kepada nasabah khususnya kaum muslim, haruslah meninjau
terlebih dahulu perusahaan manakah yang tepat, agar tidak
merasa Khawatir. Nasabah juga harus mengetahui serta
mempertimbangkan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan

tersebut apakah sesuai dengan syariah.
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